LAMPIRAN X.1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:
44 Tahun 2007

TANGGAL
:
12 September 2007

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR 

PANWASLU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……….

	NO
	URAIAN
	JUMLAH
	SELISIH

(%)
	KETERANGAN

	
	
	ANGGARAN

(Rp)
	REALISASI

(Rp)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3
	6

	I
	HONORARIUM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Panwaslu Provinsi
	
	
	
	

	
	a.   Ketua 
	
	
	
	

	
	b.   Anggota
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Sekretariat Panwaslu Provinsi
	
	
	
	

	
	 a.  Koordinator/ Sekretaris 
	
	
	
	

	
	 b.  Bendahara
	
	
	
	

	
	 c.  Tenaga Pendukung 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Anggota Pokja Panwaslu Provinsi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Panwaslu Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	
	    a. Ketua 
	
	
	
	

	
	    b. Anggota
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	
	a.  Koordinator/ Sekrertaris
	
	
	
	

	
	b.  Bendahara/ Bendahara pembantu
	
	
	
	

	
	c.  Tenaga Pendukung 
	
	
	
	

	6
	Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	7
	Panwaslu Kecamatan
	
	
	
	

	
	    a. Ketua 
	
	
	
	

	
	    b. Anggota
	
	
	
	

	8
	Sekretariat Panwaslu Kecamatan
	
	
	
	

	
	a.  Koordinator/Sekretaris
	
	
	
	

	
	b.  Bendahara Pembantu/ PUMK
	
	
	
	

	
	c.  Tenaga Pendukung 
	
	
	
	

	9
	Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan
	
	
	
	

	10
	Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan
	
	
	
	

	II
	UANG LEMBUR
	
	
	
	

	
	PANWASLU
	
	
	
	

	
	a. Panwaslu Provinsi
	
	
	
	

	
	b. Panwaslu Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	
	c. Panwaslu Kecamatan
	
	
	
	

	
	d. Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	.................., tanggal ............

KETUA PANWASLU

(tanda tangan)

 (nama lengkap)


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) …………… sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	…………, tanggal ……

KETUA PANWASLU

(tanda tangan)

(nama lengkap)


 *) Coret yang tidak perlu

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO
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